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Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19

ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu

menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Tahun 2021 -

2026 dengan Keputusan Camat Gresik Kabupaten Gresik;

Mengingat.        :  1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah;

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomorklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2021

tentang RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Gresik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GRESIK KABUPATEN GRESIK TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN GRESIK

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pasal 2

Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Tahun 2021 - 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021

sampai dengan 2026.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal : 01 September 2021

CAMAT GRESIK

AGUNG ENDRO DS UTOMO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19760305 199511 1 001
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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah dokumen

rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sesuai

dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan

acuan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan

tahunan, yang meliputi Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran sehingga

visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan

kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2021-2026 akan tercapai

dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang

prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga

nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik

sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik Tahun 2021-2026 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun

2021-2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen

rencana strategis ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif

bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan  Gresik Kabupaten Gresik pada

masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 01 September 2021

CAMAT GRESIK

AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19760305 199511 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Gresik Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra

Kecamatan Gresiik Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan

sampai dengan tahun 2026.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan

dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah

awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15

Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten

Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
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disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya

pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang

dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan SKPD ;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan

APBD sebagaimana diubah dengan revisi Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2015;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013  tentang Rincian tugas, fungsi dan

tata kerja organisasi Kecamatan ;

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 -

2026 dimaksudkan agar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
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Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja

profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Tahun 2021 – 2026 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten

Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional; (2) menjabarkan visi dan

misi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan

program kerja operasional ; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan

jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja

tahunan ; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan

komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan

lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan

produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan

umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra,

maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra;

2. Pada bab II berisi uraian gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi

SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Kecamatan Gresik;

3. Pada bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi,

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan,

telaah visi misi program Kecamatan Gresik, telaah Renstra dan penentuan isu-isu

strategis;

4. Pada bab IV berisi uraian tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun

renstra yakni tahun 2026;

5. Pada bab V berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;

6. Pada bab VI berisi tentang Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan

Dan Sasaran RPJMD;

7. Pada bab VII berisi Penutup.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN GRESIK

KABUPATEN GRESIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik
2.1.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013

tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

Kedudukan
Kecamatan

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah

2 Kecamatan dipimpin oleh Camat

3 Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas
Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan yang meliputi :

Penjelasan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud adalah :

a mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;

c mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

d mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

e mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

f membina penyelenggarakan pemerintahan Desa dan/ atau
Kelurahan;

g melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

h Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

i Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan
penanganan pasca bencana

j Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di
bidang administrasi pertanahan dan kependudu kan di
kecamatan;

k Pelaksanaan pelaporan hasil monitoing kegiatan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah kerja kecamatan;

l Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi

sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan
1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan

penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan,
penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan;

2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang
berada dibawah  dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
b. Pelaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat /

aparatur kecamatan;
c. Pengelolaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya

yang ada di wilayah kerjanya;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan kecamatan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang

tugasnya;

1.1. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
a. Subbagian umum dan kepegawaian;
b. Subbagian  keuangan, program dan pelaporan

1.1.a. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan
pelayanan di Kecamatan;

b..Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayananan
pemerintahan di Kecamatan;

c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah

lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.b. Subbagian keuangan ,program dan pelaporan,  mempunyai tugas;
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1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan
program dan  kegiatan Kecamatan;

2. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan
pelaporan.

3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan
pelaporan;

4. Mengelola keuangan Kecamatan;
5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan,

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan
1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan;

2. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi  :

a. Penyusunan  program dan kegiatan bidang pemerintahan;
b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih

dan/atauPejabat Sementara;
f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat

sementara;
g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan

Permusyawaratan Desa;
j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala

Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa di wilayah kerjanya;

k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran
dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung
jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian
perselisihan antar Desa;

l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah
milik  dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di
nwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m.Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah
negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam
di wilayah kerjanya;

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
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3.   Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan  di bidang ketentraman dan ketertiban umum
dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban

umum;
b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta

Perlindungan Masyarakat.
d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan

pelaklsanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan
perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat;

f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang
berhubungan dengan ketertiban umum;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;

h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang
berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya
alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk
hidup dan kelestarian lingkungan;

j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan
lainnya di wilayah kerjanya;

k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam;dan
l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Seksi Ekonomi
(1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan

urusan di bidang Ekonomi.
(2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1)

Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan  potensi
dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat:
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c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat:

d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan
ekonomi masyarakat:

e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat:

f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di
Kecamatan sesuai ketentuan perundangan:

g. Pelaksanaan pemantauan dan evalusi harga sembilan bahan pokok;
h. Pengawasan penyaluran  dan pengembalian dana bergulir program

pemerintah;
i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan

ekonomi; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan
1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam

melakukan urusan di bidang pembanguan.
2) Seksi  Pembangunan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi yang  berada

di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Camat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan
menyelenggarakan  fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
b. Penyelenggaraan  pengkoordinasian  usulan  program  pembangunan

desa dan atau kelurahan;
c. Pelaksanaan fasilitasi  dan mengkoordinasian penyelenggaraan

pembangunan di Kecamatan;
d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu ang

berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesai dengan
perudang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat
guna; dan;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.

6.   Seksi Kesejahteraan Rakyat
1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan

urusan di bidang kesejahteraan rakyat;
2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada    di    bawah   dan    bertanggung jawab  kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1)

Seksi Kesehteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi  penyelenggaraan pendidikan

formal dan non formal;
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c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program
kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar
umat beragama;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan
berbahaya lainnya;

f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang
masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan
masalah sosial;

g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial
kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang
berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat

mandiri;

1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri

dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat

dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;

2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan

bertanggungjawab kepada Camat;

3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan
fungsional  diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.
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2.1.2. Struktur Organisasi
Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

D.

STRUKTUR ORGANISASI

CAMAT

KELURAHAN

SEKRETARIS
KECAMATAN

KASUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBBAG KEUANGAN,

PROGRAM DAN PELAPORAN

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI

TRANTIB

KEPALA SEKSI

EKONOMI

KEPALA SEKSI

KESRA

KEPALA SEKSI

PEMBANGUNAN
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2.2. Sumber Daya Kecamatan Gresik
2.2.1. Gambaran Umum Wilayah
2.2.1.1. Kondisi Geografis

Peta Kecamatan Gresik

1. Batas Wilayah Kecamatan Gresik
 Sebelah Utara : Kecamatan Manyar
 Sebelah Timur : Selat Madura
 Sebelah Selatan : Kecamatan Kebomas
 Sebelah Barat : Kecamatan Kebomas

2. Luas Wilayah Terdiri Dari
 Pekarangan/Halaman : 438,36 Ha
 Tegal/Kebun : 10,50 Ha
 Lainnya : 105,43 Ha
 JUMLAH : 554,29 Ha

3. Luas Wilayah Kecamatan Gresik Menurut Desa/Kelurahan
Tabel 2.1

No. Desa/Kelurahan Luas/Wilayah

1. Ngipik 0,65
2. Tlogopatut 0,33
3. Sidokumpul 0,72
4. Kramatinggil 0,21
5. Sidorukun 0,50
6. Pulopancikan 0,23
7. Gapurosukolilo 0,12
8. Tlogobendung 0,06
9. Pekauman 0,04

10. Sukorame 0,22
11. Karangturi 0,64
12. Trate 0,08
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13. Karangpoh 0,09
14. Bedilan 0,16
15. Kebungson 0,10
16. Pekelingan 0,08
17. Kemuteran 0,14
18. Sukodono 0,03
19. Kroman 0,05
20. Lumpur 0,31
21. Tlogopojok 0,78

2.2.2. Sumber Daya Manusia
Personalia Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dikelompokkan

menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal.

Jumlah personil Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun

anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 87 Orang

2. Honor Lokal 43 Orang

Komposisi PNS di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :
a. Menurut golongan :

1. Golongan IV 06 Orang

2. Golongan III 62 Orang

3. Golongan II 18 Orang

4 Golongan I 1 Orang
JUMLAH 87 Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan :
1. Lulusan SD 1 Orang
2. Lulusan  SLTP 0 Orang

Lulusan  SLTA 22 Orang
Lulusan D-3 0 Orang
Lulusan S1 56 Orang
Lulusan S2 8 Orang

JUMLAH 87 Orang

Komposisi Honor Lokal di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :
a. Menurut Tingkat Pendidikan :

1. Lulusan SD 0 Orang
2. Lulusan SLTP 0 Orang
3. Lulusan SLTA 38 Orang
4. Lulusan S1 5 Orang

JUMLAH 43 Orang
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2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan
SKPD Kecamatan Gresik sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB );
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD );
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gresik

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Gresik
merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung sekaligus menjadi
penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Gresik, untuk menuju Visi dan Misi yang
diinginkan.

Dibidang Palayanan sesuai Peraturan Bupati  Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
disesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Gresik adalah
sebagai berikut:

1. BIDANG PERIZINAN
1. Rekomendasi Izin Gangguan (HO) dan Usaha
2. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai 100 m2
3. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sekala kecil
4. Rekomendasi Izin Penggilingan Padi.
5. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sekala mikro
6. Tanda Daftra Perusahaan(TDP) sekala mikro

2. BIDANG NON PERIZINAN
1. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP
2. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten.
3. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 meter persegi.
5. Rekomendasi Izin Gangguan (HO).
6. Rekomendasi Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP,TDP,TDG dan TDI
7. Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan

Organisasi Sosial.
8. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)
9. Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan

10. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum).
11. Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain
12. Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin.
13. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan
14. Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu
15. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan



Renstra Kec. Gresik Tahun 2016 - 2021 II - 11

16. Rekomendasi KeteranganKewarisan (tanah dan Bangunan).
17. Rekomendasi Keterangan Bepergian
18. Rekomendasi KeteranganPenelitian/Survey.
19. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan ).
20. Rekomendasi Proposal.
21. Rekomendasi Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan Perorangan

/Instansi/Lembaga). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Kantor Camat,

3. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen SKPD Kecamatan Gresik terdiri
atas faktor disiplin dan keramahan.

3.1. Faktor Tantangan Organisasi

1. Terbatasnya Alokasi dana APBD untuk Operasional Kecamatan sebagai
Perangkat Daerah dapat menghambat kelancaran kegiatan aparat
kecamatan

2. Belum mantapnya mekanisme kerja kecamatan sebagai perangkat
daerah dapat menghambat pelaksanaan tugas kedinasan

3. Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadahi dalam memberikan
pelayanan

3.2. Faktor Peluang Organisasi  :
1. Terpenuhinya Pejabat Struktural SKPD Kecamatan Gresik
2. Tersedianya sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang

kelancaran tugas kedinasan
3. Tersedianya aparat Kecamatan, diharapkan dapat melaksanakan tugas

dengan  sebaik-baiknya :
4. Adanya struktur organisasi pada SKPD Kecamatan Gresik, sangat

mendukung  akan kejelasan tugas , fungsi dan tata kerja masing-masing
pejabat Struktural

4. Lingkungan Eksternal
4.1.Faktor Peluang Organisasi  :

1. Dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di
Kecamatan Gresik;

2. Adanya program bantuan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk
3. operasional rutin ( APBD ) ;
4. Adanya dukungan dan kerja sama Aparat Kelurahan dan Desa;
5. Adanya koordinasi dan kerja sama Dinas Instansi tingkat kecamatan;
6. Adanya bantuan keuangan desa baik dari APBD Tingkat I dan APBD

Tingkat II;
4.2.Faktor Tantangan Organisasi

1.Belum mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan & Desa;
2.Belum mantapnya koordinasi unit Perangkat Daerah di Kecamatan;
3.Luas Wilayah  Kecamatan Gresik yang kecil dengan jumlah penduduk

yang cukup besar
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2.5. Aset/Modal
Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Gresik

membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris
Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi
sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana /
prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat
sebagai berikut :

Jumlah Aset Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
Pada Periode 31 Desember 2020

Tabel 2.7

NO. Kelompok Aset

NilainTotal Aset
(Rp.)

Aset yang tidak
digunakan Ket

Urusan Urusan Urusan

1. Tanah 115.267.133.740,00 - - -

2. Peralatan dan
mesin

3.156.855.162,93 - - -

3. Gedung dan
bangunan

3.951.366.300,00 - - -

4. Aset tetap
lainnya

3.000.000,00

Jumlah Aset 122.378.355.202,93 - - -

Tabel 2.8

NO. Nama
Barang Jumlah

Kondisi
Baik Rusak

1 Kursi kerja 32 √

2 Meja kerja 32 √

3 Sofa tamu 3 √

4 Kursi tunggu 8 √

5 Meja rapat 9 7 2

6 Kursi rapat 100 √

7 Komputer 26 √

8 Printer 14 √

9 AC 17 √

10 Laptop 2 √

11 Lemari besi 4 √
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12 Filingkabinet 10 √

13 Rak besi 2 √

14 Almari Kayu 5 √

15 Rak kayu 3 √

16 Brankas 1 √

17 TV & LED 3 & 2 √

18 Kipas angin & Air 4 & 1 √

19 CCTV 1 √

20 Sepeda motor 4 3 1

21 Mobil 3 2 1
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat
Kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di
Kecamatan Gresik 82 83 84 85 86 87

2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik Tingkat kematangan pelayanan publik 4 4 4 4 5 5

3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang
difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase Lembaga ekonomi masyarakat yang
difasilitasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang
difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang

mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya

serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi

dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Gresik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, permasalahan di SKPD

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aparatur sebagai pelayan publik masih belum  memahami sepenuhnya

terhadap aturan yang ada dan masih rendahnya kedisiplinan serta kurang

profesional dalam memanfaatkan sarana prasarana khususnya dalam hal

teknologi;

2. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah

dan jumlah penduduk yang harus dilayani,yang mengakibatkan pelayanan

kurang maksimal;

3. Minimnya sarana prasarana yang ada dan rendahnya pemahaman aparatur

penyelenggara terhadap tupoksi yang menjadi kewenangannya;

4. Kurangnya data yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan dibidang

kependudukan sehingga data kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya

kurang dapat cepat terselesaikan;

5. Masih belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Dinas

teknis dalam rangka mendukung terlaksananya pelimpahan kewenangan dari

Bupati kepada Camat ;

6. Pelimpahan wewenang yang diberikan tidak semua dapat dilaksanakan dengan

baik dikarenakan belum dapat semua Dinas atau Unit kerja menerapkan

Keputusan Bupati Gresik tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada

Camat, sehingga pelimpahan kewenangan sebatas rekomendasi, fasilitasi dan

koordinasi;;

7. Kurangnya sarana transportasi di kecamatan, sehingga kecepatan dan

ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang

mengalami kendala;
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3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala
daerah
Memperhatikan visi Kabupaten Gresik yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu :

“ Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan
Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah ”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Gresik Yang Mandiri : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan

kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin

dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat

mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya

(potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu

berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik

pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegial mampu memenuhi

kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian

ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian

ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang

kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya

alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga

mewujudkan kemandirian daerah.

2. Gresik yang Sejahtera : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan

sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan

ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang

layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa

kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme

atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layah serta mampu

mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan

sosial.
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3. Gresik yang Berdaya Saing : Daya saing sangat berhubungan dengan

kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi

pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang

nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan

infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta

mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota

dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari

pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan

wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang

menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat,

ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu

menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas

transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area

GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau

bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan

perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang

modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh

rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa

warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap

optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual,

emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk

membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan,

maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan

dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan

warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi

dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat.

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah : Seluruh dimensi visi

pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah

atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki

keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik

bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia

atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak

ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga

menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan
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pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter

manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya

mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas

warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi

berbasis kehiduan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan

ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di

Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang

tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi,

memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan

penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan

pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini

bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan

yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta

mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
2. Misi ke-2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan

Desa dan Menata Kota;
3. Misi ke-3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor

dan antar wilayah;

4. Misi ke-4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan

Berakhlakul Karimah;
5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan

kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Renstra Kecamatan Gresik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik

dan tidak diketemukan hubungan Renstra Kecamatan Gresik dengan Renstra K/L

dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi

(Untuk kabupaten/kota).

Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam table

dibawah ini :
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Tabel.3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran
Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No. Indikator

Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra SKPD

Kabupaten/Kota

Sasaran pada

Renstra SKPD

Provinsi

Sasaran pada

Renstra

K/L

1 2 3 4 5

- - - -

Ket : tidak ada korelasi

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Hasil telaahan terhadap RT RW

Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang

perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;

2. Struktur tata ruang saat ini;

3. Rencana pola ruang;

4. Pola ruang saat ini; dan

6. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Penelaahan RT/RW dihubungkan dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan

Gresik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.  3.2

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi

Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan

Lokasi

Pengemb

angan

Pelayana

n

SKPD

1 2 3 4 5 6

- - - - -
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Table 3.3.

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur

Ruang

Saat Ini

Indikasi

Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan

Lokasi

Pengemba

ngan

Pelayanan

SKPD

1 2 3 4 5 6

- - - - -

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Gresik dihubungkan dengan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tidak terdapat hubungan
dengan pola struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gresik.

Walaupun Kecamatan Gresik tidak mempunyai keterikatan telaahan RTRW

Kabupaten Gresik namun program utama RTRW yang akan dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Gresik berada di wilayah Kecamatan Gresik diantaranya

dilihat dari sisi :

1. Perwujudan Struktur Ruang

Pembentukan sistem pusat kegiatan Kabupaten Gresik sebagai pusat

pengembangan dibidang perdagangan, perumahan, pendidikan, pelayanan

kesehatan, pariwisata, penyediaan prasarana wilayah, pelayanan komunikasi,

informasi, peningkatan jaringan,  kapasitas energi dan peningkatan pengelolaan

TPA.

2. Perwujudan Pola Ruang

Merupakan penetapan perwujudan kawasan lindung diantaranya :

a) Penetapan kawasan lindung sungai - sungai kecil

b) Penetapan kawasan lindung sempadan mata air

c) Penetapan RTH sempadan rel kereta api di Kabupaten Gresik

d) Penetapan RTH sempadan SUTT Kabupaten Gresik

e) Penetanan kawasan wisata religi Kabupaten Gresik

f) Penetapan persebaran dan pemeliharaan RTH

g) Pengembangan perumahan di wilayah bagian pusat kota

h) Pengembangan kegiatan perdagangan jasa, industri, pariwisata

i) Pengembangan fasilitas umum

j) Merupakan perwujudan kawasan strategis ekonomi dan lingkungan hidup
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3.4.2. Hasil Analisis Terhadap KLHS
KLHS memuat kajian antara lain ;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan ;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem ;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ;

dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Gresik, tidak terdapat hubungan

dengan pelayanan di SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

3.5. Telaahan Renstra Kabupaten Gresik
Renstra Kabupaten merupakan rencana strategis program dan kegiatan

yang akan dicapai Kabupaten Gresik dalam membangun Gresik  menciptakan visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Gresik. Jika

ditelaah terhadap Renstra Kabupaten Gresik, isu-isu strategis berdasarkan tugas

dan fungsi telah menjadikan pijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gresik untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi sudah menjadi pijakan juga dalam

menyusun tahapan-tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

Kecamatan Gresik.
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3.6. Penentuan isu – isu Strategis

ISU-ISU STRATEGIS SKPD

SKPD KECAMATAN GRESIK

ISU-ISU
STRATEGIS

SKPD

1. Makin tinginya tututan masyarakat di kecamatan

Gresik sebagai ujung tombak pelayan publik

Pemberdayaan masyarakat miskin

2. Penguatan daya saing kopersi Usaha mikro, kecil

menegah (KUMKM )

3. Tuntutan kualitas promosi Kepariwisataan

4. Peningkatan tuntutan kualitas dan kesejahteraan

hidup bagi nelayan di pesisir

5. Masih kurangnya sistem dan komponen

Infrastruktur yg tersedia.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Sasaran pembangunan RPJMD menjadi Tujuan Renstra
Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1) Perangkat  Daerah  menyusun  rencana  strategis dengan berpedoman pada

RPJMD.

2) Rencana  strategis Perangkat  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

memuat tujuan, sasaran,  program, dan  kegiatan  pembangunan  dalam  rangka

pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan/atau  Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
4.2.1. Tujuan Renstra Kecamatan Gresik 2021 - 2026

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan

pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator
Kinerja tujuan

Definisi
Operasional K

on
di

si
A

w
al

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

K
on

di
si

A
kh

ir

Indeks SPBE

Pengukuran
pelaksanaan
pelayanan
pemerintaha
n berbasis
elektronik

3,
18

3.
26

3.
44

3.
58

3.
75

3.
90

4.
00

4,
00

4.2.2  Sasaran Jangka menengah SKPD
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan

dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program

operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifatspesifik, terinci, dapat

diukur dan dapat dicapai Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya

merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama

berupa tindakan penganolokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi

organisasi oleh karenanya penetapan sasran harus memenuhi Creteria specific,

measurable, agresif but attainable resuli oriented dan tame bond, guna

memenuhi kreteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan

penetapan indicator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat
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digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran

atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran

organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat

Daerah Kantor Kecamatan Gresik kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai

keberhasilan pencapaian sasaran Renstra ini diukur dengan indikator yang ditetapkan

sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan

NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-

1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Meningkatnya tata
kelola pemerintahan

yang bersih,
Akuntabel dengan
pelayanan publik
yang berkualitas

berbasis pemanfaatan
teknologi informasi

Meningkatnya
kualitas Pelayanan
Publik di Tingkat

Kecamatan

Nilai Indeks
kepuasan

masyarakat
pelayanan
kecamatan

82 83 84 85 86 87

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan

kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program

prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka

menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil

(Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan

fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan

efektif dan efisien.Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja birokrasi.Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik,

termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
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4.3.2. Kebijakan
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021,  yang

dirumuskan sebagai berikut :

SASARAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatnya tata
kelola
pemerintahan
yang bersih,
Akuntabel dengan
pelayanan publik
yang berkualitas
berbasis
pemanfaatan
teknologi informasi

Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Publik di Tingkat
Kecamatan

Peningkatan

efektifitas dan

efesiensi pelayanan

kepada masyarakat

Mengoptimalkan

kinerja

pelayanan kepada

masyarakat
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CASCADING KECAMATAN GRESIK

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta
mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif

MISI 1

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang  Inovatif,
Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

TUJUAN 1

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan
pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi

SASARAN 1

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan
pelayanan publik yang berkualitas berbasis  pemanfaatan teknologi

informasi

TUJUAN
RENSTA

Indeks SPBEINDIKATOR

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat KecamatanSASARAN
RENSTRA

INDIKATOR
SASARAN

PROGRAM

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
DESA DAN

KELURAHAN

PROGRAM
KOORDINASI

KETENTRAMAN
DAN

KETERTIBAN
UMUM

PROGRAM
PEMBINAAN

DAN
PENGAWASAN

PEMERINTAHAN
DESA

PROGRAM
PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Indeks SPBE

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan

Persentase Lembaga
Ekonomi

Masyarakat yang
difasilitasi

Persentase RKPDes
yang ditetapkan

tepat waktu

Tingkat Kematangan
Pelayanan Publik

Persentase
Musrenbang

Kelurahan yang
difasilitasi

Persentase
Penyelesaian

Konflik di
Kecamatan yang

difasilitasi

Persentase APBDes
yang ditetapkan

tepat waktu

Persentase
ketercapaian sasaran

program OPD

Persentase Pelaku
Ekonomi di Wilayah

Kecamatan yang
difasilitasi

Persentase APBDes
yang ditetapkan

tepat waktu

Persentase Lembaga
Kemasyarakatan

tingkat Kecamatan
yang dibina
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BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola Kecamatan

Gresik selama 2021 - 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

diharapkan Kecamatan Gresik. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran

Kecamatan Gresik menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 6 tahun

kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan

kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada

suatu program.Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan

yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan

anggarannya. Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk

sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung

oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021 – 2026 yang

dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program

prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan
yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpian yang Inovatif dan
Kolaboratif , Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD

Kecamatan Gresik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah

sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian sasaran
program OPD

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen pelaporan Kinerja
dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD
dan Renstra SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
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Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan Kinerja
dan Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN di Lingkungan Kecamatan
Gresik

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi
Sumberdaya Aparatur di Kecamatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah peserta pembinaan pengelolahan
dana kelurahan, Sosialisasi Penyuluhan
Kearsipan, Bimtek SDM

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan peralatan dan
Perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Kebutuhan makanan dan
minuman

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan
penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pembayaran jasa administrasi
kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah fasilitasi rekening listrik, air dan
telepon

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah fasilitasi terhadap sarana
prasarana Aparatur

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan
dinas jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Fasilitasi perawatan peralatan
kerja

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung
kantor

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kematangan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada
di Kecamatan

Jumlah Kelurahan yang Menerapkan
SPM

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
diWilayah Kecamatan

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki
SPM

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Layanan di Kecamatan yang
Memiliki SPM
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PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Persentase Musrenbang Kelurahan
yang difasilitasi
Persentase Lembaga Ekonomi
Masyarakat yang difasilitasi
Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah
Kecamatan yang difasilitasi
Persentase Lembaga Kemasyarakatan
tingkat Kecamatan yang dibina

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Jumlah Usulan Kegiatan
PerencanaanPembangunan pada Desa
dan Kelurahan
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat
yang di Fasilitasi

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah peserta musyawarah
perencanaan pembangunan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
wilayah Kecamatan Jumlah Peserta pelatihan

Jumlah peserta koperasi
Jumlah peserta Bumdes
Jumlah peserta UKM

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan di Kecamatan
Gresik yang di Berdayakan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
ditingkat Kecamatan

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan Jumlah Peserta Kader UKS yang dibina

Jumlah peserta karang taruna yang dibina
Jumlah peserta pembinaan kerukunan
umat beragama
Jumlah peserta pembinaan MTQ
Jumlah peserta PKK dan Dharma Wanita
Pembinaan forum anak kecamatan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi di Kecamatan
Pembinaan dan Pendataan Masyarakat
Penyandang Masalah Sosial dan
Kemiskinan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Persentase Penyelesaian Konflik di
Kecamatan yang difasilitasi

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

Jumlah pelaksanaan kegiatan
pengendalian keamanan kenyaman
lingkungan
Jumlah peserta pembinaan linmas
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Jumlah peserta penyuluhan pencegahan
peredaran / penggunaan miras dan
narkoba

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Penegakan Perda

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
PerundanguUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Persentase APBDes yang ditetapkan
tepat waktu
Persentase RKPDes yang ditetapkan
tepat waktu
Persentase APBDes yang ditetapkan
tepat waktu

Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset
Desa Jumlah Desa yang difasilitasi

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa Jumlah Peserta yang difasilitasi

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah monitoring pelaksanakan Pilkades

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Jumlah Desa yang direkomendasi

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah Pelaksanaan Monitoring
Pembangunan Desa

1.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau

keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator

kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika

ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran

indikator kinerja Kecamatan Gresik berdasarkan pada pedoman pengukuran

indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja

setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan

indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan

Gresik disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.
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1.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Gresik adalah

meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan

terhadap perencanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai

dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik, yang salah satu point pentingnya

adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan

pembangunan,  pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi

kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan

partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat

diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

1.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan

oleh Kecamatan Gresik tahun 2021 – 2026 bersumber pada dana APBD Kabupaten

Gresik.
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA SKPD.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya,

indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau

sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang

direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang

memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja

organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan

pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan

mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil

apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja

Kecamatan Gresik untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran Kecamatan Gresik, yang secara khusus mengukur keberhasilan

pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan kegiatan

kemasyarakat lainnya. Prestasi Kecamatan Gresik enam tahun ke depan dapat

digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran

capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan

indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau

keberhasilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, harus ditetapkan secara cermat

dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan

yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Gresik kedepan baik pengaruh dari luar (external)

maupun dari dalam (internal) Kecamatan Gresik itu sendiri. Oleh karena penetapan

indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan,

maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta

indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Gresik

tahun 2021 - 2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat

menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang

sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang -
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undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja

pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah

mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan

kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan -

penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator

kinerja Kecamatan Gresik yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja

untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Gresik

Tahun 2021 - 2026 seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Kecamatan Gresik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi
Kinerja

pada Akhir
Periode
Renstra

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
Kecamatan Gresik

Nilai survey
kepuasan
masyarakat
pelayanan
kecamatan

82 % 83 % 84 % 85 % 86 % 87 % 87 %
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BAB VII

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Strategis (Renstra)

kecamatan Gresik Tahun 2021 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra

dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Kantor

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2026;

2. Dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun  2021 –

2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders)

yang berkaitan dengan pembangunan bidang Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban,

Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan sosial untuk menjadikannya sebagai

acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan

program dan rencana kegiatan tahunan;

3. Renstra Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ini akan

dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2021

sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026 ;

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik  Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh

jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat

dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar  dari

kesepakatan dalam Renstra ini.



Baseline Target Row

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SDG’s SPM  Sektoral
Baseline

2020
Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 29
7  UNSUR KEWILAYAHAN
7 1  KECAMATAN                100 26.509.029.000                100 23.565.268.000                100 25.864.490.000                100 30.337.222.000                100 35.750.994.000                100 41.884.101.000
7 1 0 0  KECAMATAN GRESIK

81 82 83 84 85 86 87 7 1 1
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

               100 13.169.442.000                100 11.699.278.000                100 12.831.971.000                100 15.039.828.000                100 17.709.459.000                100 20.729.383.000

Jumlah capaian sasaran program OPD
minimal 76% Sekretariat

Jumlah seluruh capaian program OPD

7 1 1 2 1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

 5 Dokumen 27.067.986 100 22.830.306 100 24.496.182 100 28.130.763 100 32.502.953 100 37.384.550

Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan
Keuangan

7 1 1 2 1 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

 17 Buku 16.326.724  17 Buku 5.471.178  17 Buku 5.455.580  17 Buku 5.813.190  17 Buku 6.222.996  17 Buku 6.622.192

Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan
Renstra SKPD

7 1 1 2 1 2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

- - 10 Buku 3.907.984 10 Buku 4.286.527 10 Buku 5.024.257 10 Buku 5.916.291 10 Buku 6.925.394

Jumlah Dokumen RKA SKPD

7 1 1 2 1 5
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD

- - 10 Buku 3.907.984 10 Buku 4.286.527 10 Buku 5.024.257 10 Buku 5.916.291 10 Buku 6.925.394

Jumlah Dokumen DPA SKPD

7 1 1 2 1 6
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 8 Dokumen 10.741.261  8 Dokumen 9.543.160  8 Dokumen 10.467.548  8 Dokumen 12.269.059  8 Dokumen 14.447.375  8 Dokumen 16.911.569

Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2 Dokumen 11.929.735.955                100 10.599.069.675                100 11.625.737.683                100 13.626.577.974                100 16.045.915.136                100 18.782.761.594

Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan
Administrasi Keuangan

7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  130 Orang 11.918.027.023  130 Orang 10.588.666.781  130 Orang 11.614.327.122  130 Orang 13.613.203.606  130 Orang 16.030.166.210  130 Orang 18.764.326.477

Jumlah ASN di Lingkungan Kecamatan Gresik

7 1 1 2 2 5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

 13 Buku 11.708.932  13 Buku 10.402.895  13 Buku 11.410.561  13 Buku 13.374.368  13 Buku 15.748.926  13 Buku 18.435.117

Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun

7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  4 Jenis 89.995.625                100 79.957.335                100 87.702.321                100 102.796.273                100 121.047.286                100 141.693.527

Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya
Aparatur di Kecamatan

7 1 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 21 Desa /
Kelurahan

7.741.552
 21 Desa /
Kelurahan

6.878.044
 21 Desa /
Kelurahan

7.544.278
 21 Desa /
Kelurahan

8.842.682
 21 Desa /
Kelurahan

10.412.660
 21 Desa /
Kelurahan

12.188.679

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

7 1 1 2 5 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

 21 Desa /
Kelurahan

82.254.073
 21 Desa /
Kelurahan

73.079.292
 21 Desa /
Kelurahan

80.158.042
 21 Desa /
Kelurahan

93.953.592
 21 Desa /
Kelurahan

110.634.626
 21 Desa /
Kelurahan

129.504.849

Jumlah peserta pembinaan pengelolahan dana
kelurahan, Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan,
Bimtek SDM

7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah  5 Rekening 511.737.769                100 454.657.528                100 498.697.463                100 584.525.478                100 688.305.327                100 805.705.050
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah

7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  4 Jenis 160.442.404  4 Jenis 142.546.342  4 Jenis 156.353.947  4 Jenis 183.263.145  4 Jenis 215.800.686  4 Jenis 252.608.393

Jumlah Penyediaan peralatan dan
Perlengkapan kantor

7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  3 Jenis 198.404.432  3 Jenis 176.274.010  3 Jenis 193.348.611  3 Jenis 226.624.753  3 Jenis 266.860.951  3 Jenis 312.377.672

Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman

7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  8 Jenis 19.353.647  8 Jenis 17.194.903  8 Jenis 18.860.469  8 Jenis 22.106.438  8 Jenis 26.031.336  8 Jenis 30.471.331

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

7 1 1 2 6 6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

 2 Jenis 7.741.561  2 Jenis 6.878.052  2 Jenis 7.544.288  2 Jenis 8.842.693  2 Jenis 10.412.673  2 Jenis 12.188.694

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

7 1 1 2 6 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

 2 Jenis 125.795.725  2 Jenis 111.764.221  2 Jenis 122.590.148  2 Jenis 143.688.448  2 Jenis 169.199.681  2 Jenis 198.058.961

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi

7 1 1 2 8
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

 3 Jenis 377.013.547                100 334.960.712                100 367.406.338                100 430.638.575                100 507.096.502                100 593.588.625

Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah

7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  12 Bulan 293.792.248  12 Bulan 261.022.081  12 Bulan 286.305.717  12 Bulan 335.580.183  12 Bulan 395.160.923  12 Bulan 462.560.929

Jumlah pembayaran jasa administrasi kantor

7 1 1 2 8 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

 12 Bulan 83.221.299  12 Bulan 73.938.631  12 Bulan 81.100.621  12 Bulan 95.058.392  12 Bulan 111.935.579  12 Bulan 131.027.696

Jumlah fasilitasi rekening listrik, air dan
telepon

7 1 1 2 9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

 3 Jenis 233.891.119                100 207.802.443                100 227.931.013                100 267.158.937                100 314.591.795                100 368.249.654

Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana
Aparatur

7 1 1 2 9 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

 4 Unit 111.284.144  4 Unit 98.871.291  4 Unit 108.448.357  4 Unit 127.112.794  4 Unit 149.681.094  4 Unit 175.211.216

Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan
dinas jabatan

7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  3 Jenis 23.224.684  3 Jenis 20.634.157  3 Jenis 22.632.863  3 Jenis 26.528.078  3 Jenis 31.238.018  3 Jenis 36.566.081

Jumlah Fasilitasi perawatan peralatan kerja

7 1 1 2 9 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

 1 Unit 99.382.292  1 Unit 88.296.995  1 Unit 96.849.793  1 Unit 113.518.066  1 Unit 133.672.684  1 Unit 156.472.356

Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor

7 1 2
 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

               100 3.210.395.000                100 2.852.301.000                100 3.128.586.000                100 3.667.030.000                100 4.318.094.000                100 5.054.603.000

100 100X 100

Bidang

Meningk
atnya

kualitas
pelayan

an
publik di
tingkat

kecamat
an

Nilai Indeks
kepuasan

masyarakat
pelayanan
kecamatan

Hasil SKM
sesuai

Permenpan
No. 14

Tahun 2017
Pedoman

Penyusunan
Survei

Kepuasan
Masyarakat

Unit
Penyelengg

ara
Pelayanan

Publik

7 1 1 2 Persentase ketercapaian sasaran program OPD

2021 2022 2023 2024 2025 2026Sasaran
Renstra

Indikator Kinerja Formulasi
Urusan/Bidang Urusan/Perangkat

Daerah/Program

Status Indikator

100 100 100 100 100

Formulasi Penghitungan



Baseline Target Row

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SDG’s SPM  Sektoral
Baseline

2020
Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 29
7  UNSUR KEWILAYAHAN
7 1  KECAMATAN                100 26.509.029.000                100 23.565.268.000                100 25.864.490.000                100 30.337.222.000                100 35.750.994.000                100 41.884.101.000

Bidang
2021 2022 2023 2024 2025 2026Sasaran

Renstra
Indikator Kinerja Formulasi

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat
Daerah/Program

Status Indikator
Formulasi Penghitungan

7 1 2 1 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik

Penentuan tingkatkematangan berdasarkanfakta, analisa, dan justifikasimelandai Permenpan RBNomor 59 Tahun 2020dengan interval 1-5
4 4 4 4 4 5 5 Kelurahan/Pe

merintahan

7 1 2 2 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di Kecamatan

                  82 3.210.395.000 2.852.301.000 3.128.586.000 3.667.030.000 4.318.094.000 5.054.603.000

Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 204.133.918 181.364.405 198.932.068 233.169.189 274.567.287 321.398.430

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 198.714.850 176.549.791 193.651.092 226.979.333 267.278.451 312.866.385

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 208.391.847 185.147.396 203.081.495 238.032.752 280.294.352 328.102.323

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 195.808.979 173.968.047 190.819.270 223.660.142 263.369.953 308.291.240

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 194.069.946 172.422.989 189.124.552 221.673.755 261.030.891 305.553.220

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 202.972.733 180.332.740 197.800.473 231.842.842 273.005.452 319.570.203

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 204.707.913 181.874.375 199.491.436 233.824.828 275.339.331 322.302.156

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 186.715.546 165.888.913 181.957.561 213.273.291 251.138.965 293.974.093

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 186.328.478 165.545.019 181.580.356 212.831.168 250.618.345 293.364.674

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 186.328.343 165.544.900 181.580.225 212.831.014 250.618.164 293.364.462

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 247.873.759 220.225.414 241.557.307 283.130.427 333.398.909 390.264.576

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 187.876.791 166.920.631 183.089.214 214.599.708 252.700.881 295.802.414

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 200.650.331 178.269.384 195.537.252 229.190.110 269.881.740 315.913.700

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 198.521.317 176.377.845 193.462.491 226.758.273 267.018.142 312.561.677

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 204.327.606 181.536.488 199.120.821 233.390.427 274.827.804 321.703.382

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 2
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan

                  82 193.295.702 171.735.105 188.370.037 220.789.385 259.989.506 304.334.212

Jumlah Layanan Kelurahan yang Memiliki SPM

7 1 2 2 2 3
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

               100 9.676.943 8.597.557 9.430.350 11.053.357 13.015.828 15.235.853

Jumlah Layanan di Kecamatan yang Memiliki
SPM

7 1 3
 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN

               100 9.998.553.000                100 8.897.621.000                100 9.776.623.000                100 11.481.143.000                100 13.547.727.000                100 15.894.431.000

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan yang difasilitasi

Pembanguna
n

Jumlah Kelurahan
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat

yang dibina Ekonomi

Jumlah seluruh Lembaga Ekonomi
Masyarakat tingkat Kecamatan
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difasilitasi
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Baseline Target Row

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SDG’s SPM  Sektoral
Baseline

2020
Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 29
7  UNSUR KEWILAYAHAN
7 1  KECAMATAN                100 26.509.029.000                100 23.565.268.000                100 25.864.490.000                100 30.337.222.000                100 35.750.994.000                100 41.884.101.000
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2021 2022 2023 2024 2025 2026Sasaran
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Urusan/Bidang Urusan/Perangkat
Daerah/Program

Status Indikator
Formulasi Penghitungan

Jumlah Pelaku Ekonomi yang dibina Ekonomi
Jumlah seluruh Pelaku Ekonomi tingkat

Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang

dibina Kesra

Jumlah seluruh Lembaga Kemasyarakatan
tingkat Kecamatan

7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 21 Desa /
Kelruahan

86.027.667                100 76.431.969                100 83.835.474                100 98.263.929                100 115.710.250                100 135.446.184

Jumlah Usulan Kegiatan
PerencanaanPembangunan pada Desa dan
Kelurahan
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di
Fasilitasi

7 1 3 2 1 1
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

 21 Desa /
Kelruahan

32.804.614
 21 Desa /
Kelruahan

29.145.521
 21 Desa /
Kelruahan

31.968.673
 21 Desa /
Kelruahan

37.470.622
 21 Desa /
Kelruahan

44.123.364
 21 Desa /
Kelruahan

51.649.195

Jumlah peserta musyawarah perencanaan
pembangunan

7 1 3 2 1 3
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di wilayah
Kecamatan

 21 Desa /
Kelruahan

53.223.054
 21 Desa /
Kelruahan

47.286.447
 21 Desa /
Kelruahan

51.866.801
 21 Desa /
Kelruahan

60.793.307
 21 Desa /
Kelruahan

71.586.886
 21 Desa /
Kelruahan

83.796.989

Jumlah Peserta pelatihan  5 Desa  5 Desa  5 Desa  5 Desa  5 Desa  5 Desa

Jumlah peserta koperasi
 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

Jumlah peserta Bumdes  5 Desa  5 Desa  5 Desa  5 Desa  5 Desa  5 Desa

Jumlah peserta UKM
 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 16

Kelurahan
9.735.146.910

 16
Kelurahan

8.649.269.092
 16

Kelurahan
9.487.071.756

 16
Kelurahan

11.119.838.677
 16

Kelurahan
13.094.116.341

 16
Kelurahan

15.327.493.342

Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di
Berdayakan

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 499.399.705  6 Jenis 443.695.660  6 Jenis 486.673.790  6 Jenis 570.432.497  6 Jenis 671.710.237  6 Jenis 786.279.419

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Bedilan

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 503.305.911  6 Jenis 447.166.160  6 Jenis 490.480.456  6 Jenis 574.894.307  6 Jenis 676.964.222  6 Jenis 792.429.542

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Karangpoh

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 472.980.281  6 Jenis 420.223.111  6 Jenis 460.927.596  6 Jenis 540.255.270  6 Jenis 636.175.179  6 Jenis 744.683.380

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Karangturi

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 493.963.313  6 Jenis 438.865.654  6 Jenis 481.375.930  6 Jenis 564.222.852  6 Jenis 664.398.098  6 Jenis 777.720.096

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Kebungson

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 627.281.095  6 Jenis 557.312.903  6 Jenis 611.296.451  6 Jenis 716.503.269  6 Jenis 843.715.222  6 Jenis 987.622.159

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Kemuteran

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 494.878.767  6 Jenis 439.678.997  6 Jenis 482.268.056  6 Jenis 565.268.517  6 Jenis 665.629.416  6 Jenis 779.161.432

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Kroman

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 468.504.763  6 Jenis 416.246.802  6 Jenis 456.566.126  6 Jenis 535.143.171  6 Jenis 630.155.450  6 Jenis 737.636.906

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Lumpur

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 464.497.344  6 Jenis 412.686.379  6 Jenis 452.660.825  6 Jenis 530.565.751  6 Jenis 624.765.329  6 Jenis 731.327.428

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Ngipik

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 497.014.127  6 Jenis 441.576.174  6 Jenis 484.349.001  6 Jenis 567.707.602  6 Jenis 668.501.550  6 Jenis 782.523.447

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Pekauman

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 493.979.677  6 Jenis 438.880.192  6 Jenis 481.391.876  6 Jenis 564.241.543  6 Jenis 664.420.108  6 Jenis 777.745.860

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Pekelingan

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 406.154.230  6 Jenis 360.850.973  6 Jenis 395.804.435  6 Jenis 463.924.126  6 Jenis 546.291.781  6 Jenis 639.469.164

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Sidokumpul

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 496.049.148  6 Jenis 440.718.831  6 Jenis 483.408.613  6 Jenis 566.605.368  6 Jenis 667.203.619  6 Jenis 781.004.137

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Sukodono

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 428.174.472  6 Jenis 380.415.032  6 Jenis 417.263.548  6 Jenis 489.076.446  6 Jenis 575.909.783  6 Jenis 674.138.914

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Sukorame

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 456.492.686  6 Jenis 405.574.576  6 Jenis 444.860.145  6 Jenis 521.422.540  6 Jenis 613.998.782  6 Jenis 718.724.501

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Tlogopatut

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 489.592.776  6 Jenis 434.982.615  6 Jenis 477.116.765  6 Jenis 559.230.666  6 Jenis 658.519.571  6 Jenis 770.838.908

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Tlogopojok

7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  6 Jenis 501.591.605  6 Jenis 445.643.071  6 Jenis 488.809.835  6 Jenis 572.936.165  6 Jenis 674.658.420  6 Jenis 789.730.454

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Trate

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 99.365.395  10 Kegiatan 88.281.979  10 Kegiatan 96.833.324  10 Kegiatan 113.498.766  10 Kegiatan 133.649.965  10 Kegiatan 156.445.757

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Bedilan

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 124.495.991  10 Kegiatan 110.609.458  10 Kegiatan 121.323.531  10 Kegiatan 142.203.846  10 Kegiatan 167.451.503  10 Kegiatan 196.012.601

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Karangpoh

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 125.784.982  10 Kegiatan 111.754.673  10 Kegiatan 122.579.675  10 Kegiatan 143.676.179  10 Kegiatan 169.185.242  10 Kegiatan 198.042.052

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Karangturi

Meningk
atnya

kualitas
pelayan

an
publik di
tingkat

kecamat
an

Nilai Indeks
kepuasan

masyarakat
pelayanan
kecamatan

Hasil SKM
sesuai

Permenpan
No. 14

Tahun 2017
Pedoman

Penyusunan
Survei

Kepuasan
Masyarakat

Unit
Penyelengg

ara
Pelayanan

Publik

7 1 1 2
Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat

Kecamatan yang dibina
X 100 100

Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah
Kecamatan yang difasilitasi

X 100 1007 1 1 2

100 100 100 100 100 100

100 100 100100 100 100



Baseline Target Row

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SDG’s SPM  Sektoral
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7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 104.804.606  10 Kegiatan 93.114.490  10 Kegiatan 102.133.931  10 Kegiatan 119.711.631  10 Kegiatan 140.965.896  10 Kegiatan 165.009.518

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Kebungson

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 97.287.429  10 Kegiatan 86.435.794  10 Kegiatan 94.808.310  10 Kegiatan 111.125.238  10 Kegiatan 130.855.028  10 Kegiatan 153.174.106

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Kemuteran

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 103.895.139  10 Kegiatan 92.306.467  10 Kegiatan 101.247.639  10 Kegiatan 118.672.804  10 Kegiatan 139.742.631  10 Kegiatan 163.577.609

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Kroman

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 130.252.675  10 Kegiatan 115.724.031  10 Kegiatan 126.933.521  10 Kegiatan 148.779.341  10 Kegiatan 175.194.448  10 Kegiatan 205.076.208

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Lumpur

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 134.276.041  10 Kegiatan 119.298.622  10 Kegiatan 130.854.362  10 Kegiatan 153.374.975  10 Kegiatan 180.606.017  10 Kegiatan 211.410.793

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Ngipik

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 101.758.894  10 Kegiatan 90.408.503  10 Kegiatan 99.165.831  10 Kegiatan 116.232.708  10 Kegiatan 136.869.306  10 Kegiatan 160.214.200

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Pekauman

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 104.786.998  10 Kegiatan 93.098.846  10 Kegiatan 102.116.771  10 Kegiatan 119.691.518  10 Kegiatan 140.942.212  10 Kegiatan 164.981.795

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Pekelingan

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 192.613.621  10 Kegiatan 171.129.111  10 Kegiatan 187.705.359  10 Kegiatan 220.010.280  10 Kegiatan 259.072.122  10 Kegiatan 303.260.343

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Sidokumpul

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 102.724.660  10 Kegiatan 91.266.545  10 Kegiatan 100.106.986  10 Kegiatan 117.335.840  10 Kegiatan 138.168.294  10 Kegiatan 161.734.748

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Sukodono

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 170.595.992  10 Kegiatan 151.567.373  10 Kegiatan 166.248.793  10 Kegiatan 194.860.944  10 Kegiatan 229.457.633  10 Kegiatan 268.594.707

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Sukorame

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 142.281.143  10 Kegiatan 126.410.819  10 Kegiatan 138.655.475  10 Kegiatan 162.518.694  10 Kegiatan 191.373.162  10 Kegiatan 224.014.419

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Tlogopatut

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 109.181.158  10 Kegiatan 97.002.873  10 Kegiatan 106.398.958  10 Kegiatan 124.710.688  10 Kegiatan 146.852.513  10 Kegiatan 171.900.177

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Tlogopojok

7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  10 Kegiatan 97.182.284  10 Kegiatan 86.342.377  10 Kegiatan 94.705.844  10 Kegiatan 111.005.138  10 Kegiatan 130.713.604  10 Kegiatan 153.008.561

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Trate

7 1 3 2 3
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan

 11 Lembaga 177.378.422  11 Lembaga 171.919.939  11 Lembaga 205.715.770  11 Lembaga 263.040.395  11 Lembaga 337.900.409  11 Lembaga 431.491.474

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ditingkat
Kecamatan

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

               100 177.378.422                100 171.919.939                100 205.715.770                100 263.040.395                100 337.900.409                100 431.491.474

Jumlah Peserta Kader UKS yang dibina
 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

Jumlah peserta karang taruna yang dibina
 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

Jumlah peserta pembinaan kerukunan umat
beragama

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

Jumlah peserta pembinaan MTQ
 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

Jumlah peserta PKK dan Dharma Wanita
 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

Pembinaan forum anak kecamatan
 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi di Kecamatan

 46 Kali  46 Kali  46 Kali  46 Kali  46 Kali  46 Kali

Pembinaan dan Pendataan Masyarakat
Penyandang Masalah Sosial dan Kemiskinan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

 21 Desa /
Kelruahan

7 1 4
 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

               100 82.254.000                100 73.080.000                100 80.158.000                100 93.954.000                100 110.635.000                100 129.505.000

Jumlah Konflik yang diselesaikan Tantrib
Jumlah Konflik dalam 1 Tahun

7 1 4 2 1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

 24 Kali 72.577.165  24 Kali 64.482.448  24 Kali 70.727.751  24 Kali 82.900.710  24 Kali 97.619.261  24 Kali 114.269.285

Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

7 1 4 2 1 1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

 21 Desa /
Kelurahan

72.577.165
 21 Desa /
Kelurahan

64.482.448
 21 Desa /
Kelurahan

70.727.751
 21 Desa /
Kelurahan

82.900.710
 21 Desa /
Kelurahan

97.619.261
 21 Desa /
Kelurahan

114.269.285

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian
keamanan kenyaman lingkungan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

Jumlah peserta pembinaan linmas
 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

Jumlah peserta penyuluhan pencegahan
peredaran / penggunaan miras dan narkoba

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

 21 Desa /
Kelurahan

7 1 4 2 2
Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

 21 Desa /
Kelurahan

9.676.835
 21 Desa /
Kelurahan

8.597.552
 21 Desa /
Kelurahan

9.430.249
 21 Desa /
Kelurahan

11.053.290
 21 Desa /
Kelurahan

13.015.739
 21 Desa /
Kelurahan

15.235.715

Jumlah Koordinasi Penegakan Perda

7 1 4 2 2 1

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah
yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan PerundanguUndangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia

 21 Desa /
Kelurahan

9.676.835
 21 Desa /
Kelurahan

8.597.552
 21 Desa /
Kelurahan

9.430.249
 21 Desa /
Kelurahan

11.053.290
 21 Desa /
Kelurahan

13.015.739
 21 Desa /
Kelurahan

15.235.715

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

7 1 6
 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

               100 48.385.000                100 42.988.000                100 47.152.000                100 55.267.000                100 65.079.000                100 76.179.000

Meningk
atnya

kualitas
pelayan

an
publik di
tingkat

kecamat
an

Nilai Indeks
kepuasan

masyarakat
pelayanan
kecamatan

Hasil SKM
sesuai

Permenpan
No. 14

Tahun 2017
Pedoman

Penyusunan
Survei

Kepuasan
Masyarakat

Unit
Penyelengg

ara
Pelayanan

Publik

100100 100 100 100 100 1007 1 1 2
Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan

yang difasilitasi
X 100



Baseline Target Row

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SDG’s SPM  Sektoral
Baseline

2020
Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp  Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 29
7  UNSUR KEWILAYAHAN
7 1  KECAMATAN                100 26.509.029.000                100 23.565.268.000                100 25.864.490.000                100 30.337.222.000                100 35.750.994.000                100 41.884.101.000

Bidang
2021 2022 2023 2024 2025 2026Sasaran

Renstra
Indikator Kinerja Formulasi

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat
Daerah/Program

Status Indikator
Formulasi Penghitungan

Jumlah Perdes APBDes ditetapkan tepat
waktu

Pemerintaha
n

Jumlah semua perdes APBDes yang
ditetapkan

Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat
waktu

Jumlah Perdes RKPDes ditetapkan tepat
waktu

Pemerintaha
n

Jumlah seluruh Perdes RKPDes yang
ditetapkan

Jumlah Perdes APBDes ditetapkan tepat
waktu

Jumlah semua perdes APBDes yang
ditetapkan

7 1 6 2 1
Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

 21 Desa /
Kelurahan

48.385.000                100 42.988.000                100 47.152.000                100 55.267.000                100 65.079.000                100 76.179.000

Jumlah Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

7 1 6 2 1 3
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan
Pendayagunaan Aset Desa

 5 Desa 9.676.971  5 Desa 8.597.574  5 Desa 9.430.371  5 Desa 11.053.366  5 Desa 13.015.760  5 Desa 15.235.754

Jumlah Desa yang difasilitasi

7 1 6 2 1 5
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa

 21 Desa /
Kelurahan

14.515.528
 21 Desa /
Kelurahan

12.896.425
 21 Desa /
Kelurahan

14.145.628
 21 Desa /
Kelurahan

16.580.132
 21 Desa /
Kelurahan

19.523.738
 21 Desa /
Kelurahan

22.853.745

Jumlah Peserta yang difasilitasi

7 1 6 2 1 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  5 Desa 7.257.745  5 Desa 6.448.195  5 Desa 7.072.795  5 Desa 8.290.044  5 Desa 9.761.843  5 Desa 11.426.842

Jumlah monitoring pelaksanakan Pilkades

7 1 6 2 1 8
Rekomendasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa

 5 Desa 7.257.745  5 Desa 6.448.195  5 Desa 7.072.795  5 Desa 8.290.044  5 Desa 9.761.843  5 Desa 11.426.842

Jumlah Desa yang direkomendasi

7 1 6 2 1 16
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

 21 Desa /
Kelurahan

9.677.011
 21 Desa /
Kelurahan

8.597.610
 21 Desa /
Kelurahan

9.430.411
 21 Desa /
Kelurahan

11.053.413
 21 Desa /
Kelurahan

13.015.815
 21 Desa /
Kelurahan

15.235.818

Jumlah Pelaksanaan Monitoring
Pembangunan Desa

Meningk
atnya

kualitas
pelayan

an
publik di
tingkat

kecamat
an

Nilai Indeks
kepuasan

masyarakat
pelayanan
kecamatan

Hasil SKM
sesuai

Permenpan
No. 14

Tahun 2017
Pedoman

Penyusunan
Survei

Kepuasan
Masyarakat

Unit
Penyelengg

ara
Pelayanan

Publik

7 1 1 2
Persentase APBDes yang ditetapkan tepat
waktu

X 100

100

7 1 1 2 X 100 100 100 100

100 100 100 100 100 1007 1 1 2
Persentase APBDes yang ditetapkan tepat

waktu
X 100

100 100 100

100 100 100

100

100

Pembanguna
n

100 100 100
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